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PENETAPAN
Nomor: 24/PdtP/2012/PA. Wtp
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Watampone telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada
tingkat
Pertama telah menjatuhkan penetapan atas pelara permohonan pengesahan nikah  yang
di Ajukan oleh:
Ansar bin Nanjang, umur 42 tahun, agama Islam, pekeijaan buruh, bertempat tinggal di
Dusun Corawali, Desa Corawali, Kecamatan Barebbo,Kabupaten Bone,
Naiina binti Dawing, umur 49 tahun, agama Islam, pekeijaan buruh, bertempat tinggal di Dusim Corawali, Desa
Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya keduanya disebut sebagai Para pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkaranya;
Telah mendengar keterangan para pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi saksinya;
Telah memperhatikan bukti buktinya;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan surat permohonan
pengesahan nikah tertanggal 9 Januari 2012 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Watampone dengan Register perkara Nomor : 24/Pdt.P/2012/PA.Wtp. tanggal
24 Januari 2012, telah mengemukakan dalil dalil sebagai berikut:
1. Bahwa pemohon I dan pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tabggal 12
Januari 2012 di Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Dawing,
dinikahkan oleh Imam setempat bernama Saha dan disaksikan oleh 2 orang Saksi nikah masing masing bernama
Hakim dan Sarming, dengan maskwain berupa 1 gram emas dibayar tunai;
3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon 11 tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat
dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan
perundang undangan yang berlaku;
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4. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II tinggal bersama di
terkhir tinggal bersama di Dusun Corawali, Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan

dikaruniai 6 orang anak dan tidak pernah teijadi perceraian;
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.— Bahwa.saat ini para pemoh(?n membutuhkan Penetepan Pengesahan nikah dari Pengadilar_l Agama Watamp_one,
& ddijagian sethdld QKIAELDHIURANMARKRBARAGUHY Republik Indonesia

' Bahwa' olch QHQHSS{JB?@Q %%EHS‘E(%J WG IR kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone untuk dapat

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera
memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan pemikahn antara Ansar bin Nanjang dengan Naima binti Dawing yang dilaksanakan di Malaysia
pada tanggal 12 Januari 1989 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, untuk dicatat Pada buku register perkawinan yang
sedang beijalan;

4. Memebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya;
Menimbang, bawa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah dating menghadap dan telah
di dengar keterangannya di persidangan;
Menimbang, bahwa para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya dibacakan surat
permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil para pemohon menghadapkan dua orang saksi di
persidangan sebagai berikut :
1. Dawing bin Genda, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
* Bahwa saksi adalah ayah kandimg pemohon II sedang pemohon II menantunya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II suami istri menikah di Malaysia pada tahun 1989 dengan wali nikah saksi
sendiri sebagai wali mujebir, dinikahkan oleh Imam setempat bernama SARA sedang saksi saksi Hakim
dan Sarming serta mahar berupa emas 1 gram dibayar tunai;
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* Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah maupuh'ibsusuan serta Tidak ada orang yang

keberatan atas perkawinan para pemohon tersebut;

. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan para pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikarubiai 6 orang
anak;
. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini dalam rangka Kelengkapan

administrasi Jamaah haji

2. Hakim bin Semmaila, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

. Bahwa saksi saksi dengan pemohon II sepupu satu kali sedang pemoho I iparnya

U Bahwa pemohon I pemohon II suami istri menkah di Malaysia pada tahu 1989 dengan wali nikah ayah

kandung pemohon II bernama Dawing sebagai wali mujebir dikawinkan oleh Imam setempat bernama SAHA

disaksikan oleh Hakim dan Saiming, serta mahar berupa 1 gram emas dibayar tunai;
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Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubngan darah maupun sesusuan serta tidak ada orang

g gke@rﬁmpg;ghm}gggaﬁfm§gbl}{lahkamah Agung Republik Indonesia

a se a%g%aparw %Qr a@ﬁllgg% agpgmogon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 6 orang anak;

. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahn nikah ini dalam rangkan kelengkapan
administrasi Jamaah haji pemohon II;
U Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut para pemohon membenarkan seluruhnya dan selanjutnya para

pemohon mohon penetapan majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk
kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang terpisahkan
denganPenetapan *
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, maksud dan tujuan para pemohon adalah sebagaiman di uraikan dimuka;
Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan bahwa pemohon I dan pemohon II suami istri sah
menikah di Malaysia pada tahun 1989, dinikahkan oleh - Imam setempat bernama Saha, dengan wali ayah
kandung pemohon II bernama Dawing, disaksikan oleh Hakim dan Sarming, serta mahar 1 gram emas tunai,

bahwa perkawinan para pemohon tidak ada halangan syara serta tidak bertentangan

4

* Dengan peraturan perundang undangan, bahwa para pemohc”n mengajukan permohonan pengesahan nikah ini
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dalam rangka kelengkapan administrasi Jamaah haji,karena para pemohon tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam membuktikan kebenaran dalil dalilnya maka wajib bagi pemohon
dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa para pemohon di persidangan telah mengajukan bukti saksi dua orang dan telah di dengan
keterangannya di bawah sumpah, majelis menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara formil dapat
diterima dan secara materil nilai pembuktiannya sempurna, majelis berpendapat bahwa pemohon I dan Pemohon II
terikat hubungan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil para pemohon dan dua orang saksi dihubungkan dengan hal hal
yang terungkap di persidang, maka majelis hakim menemukan fakta fakta sebagi berikut:

e Bahwa pemohon I dengan pemohon II suami isteri menikah pada tanggal 12 Januari 1989, di Malaysia yang

dinikahkan oleh Imam setempat bernama Saha dan disaksikan oleh Hakim dan Sarming serta mahar 1 gram emas

tunai;

~ Perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan syara serta tidak bertentangan dengan peraturan
perundang undangan yang berlaku;

e Bahwa para pemohon tidak memiliki buku nikah;

e Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini dalam rangka kelengkapan administrasi

Jamabh haji pemohon 1
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dia atas, maka majelis Hakim menilai bahwa para

i dhogtean DG KA RILEUBANM BAKAMAN AG URG R AU KADORRS R
n 1gain an: keteRHIAS Basht aﬁm @aﬁg&%iﬁ& 'Hukum Tstam jo pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang

Nomor"-7- ;Tahun 1989,karenanya permohonan para pemohon harus dinyatakan bahwa perkawinan pemohon I
dengan pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal, 12 Januari 1989, di Malaysia adalah sah menurut hukum
dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan para pemohon memenuhi syarat dan syariat
Islam sebagaimana qaidah syarT terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133, yang selanjutnya majelis hakim
menjadikan Qarinah dalam memutus perkara ini berbunyi sebagai berikut:
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Aritnya : Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang,

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan  maka
berdasarkan  ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada para pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan
Serta qaidah syar’ yang berkaitan dengan a quo ;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan  sahnya  perkawinan  antara  pemohon 1  Ansar bin  Nanjang dengan
Naima binti Dawing yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1989 di Malaysia;
3. Memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan =~ Agama  Watampone  untuk  mengirim
Salinan Penetapan  kepada Kantor ~ Urusan  Agama Kecamatan  Barebbo, Kabupaten
Bone, untuk dicatat pada buku register perkawinan yang berjalan;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga
kini  diperhitungkan  sejumlah  Rp, 191.000,00 (  seratus Sembilan puluh satu  ribu
rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012. M bertepatan dengan tanggal
14 Rabiul Awal 1433.H oleh kami Drs.Muh. Husain Shaleh,S.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Syamsul Bahri dan
Muh.Nasir.B,S.H masing masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Jauhar,S.Ag, sebagai panitera

pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri

oleh para pemohon.

g
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Rincian Biaya Perkara:
L.

2.

4.

5.

Biaya Pendaftaran  [Rp.  30.000.,-
Biaya ATK Rp.  50.000,-
Biaya Panggilan Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
Biaya Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 191.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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